
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis, penilaian, pengendalian, dan 

upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat 

diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi 

ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah 

akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa 

ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu 

proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah 

organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan 

menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat 

disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan 

dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan 

memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan 

menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas 

manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan 

strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber 

daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang 

menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap 

kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.  

Resiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung 

dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat 

menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif 

yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh 

masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan 

asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara 

pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir 

ataupun menghilangkan resiko.  

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menjadi 

sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan 

erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk 



komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 

sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraaan Keuangan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada 

Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan; 

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai 

implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan 

melaporkan hal- hal yang mebutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan 

sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah. 

 

D. RUANG LINGKUP 

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2024 di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak 

dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan 

tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. 

  



BAB II 

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 

 

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pelaksana urusan Ketentraman, 

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan 

telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dalam mencapai tujuan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang 

harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik di Kabupaten Lamongan, 

Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan 

operasional. kondisi lingkungan pengendalian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner 

penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai 

“memadai” sebagaimana tabel di bawah ini : 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan 

mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang 

memadai sebagaimana berikut : 

1. Adanya pegawai yang belum secara tepat mengisi posisi/jabatan. Masih adanya 

Nilai IP-ASN OPD yang masih rendah dan disebabkan dimensi kompetensi 

ASN yang rendah 

2. Masih perlu dilakukan pembaruan susunan organisasi terhadap pejabat 

fungsional dan informasi terkait pedoman dalam penyususnannya. 

Guna mengatasi lignkungan pengendalian yang kurang memadai di atas 

maka diperlukan beberapa startegi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap 

lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut : 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III 

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

 

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN 

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik telah memperhatikan dan mengacu pada casecading Misi IV RPJMD di atas. 

Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat 

daerah yakni “Meningkatnya Toleransi” dengan indikator Nilai Toleransi. Sehingga 

tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah 

“Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan 

serta sadar politik”. 

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran 

adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, 

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja 

sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil 

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata 

yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya harmonisasi sosial dan Wawasan Kebangsaan 

2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat 

3. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah 

 

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO 

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat 

dijabarkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai 

pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis 

yang terbagi kedalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks 

yang disajikan sebagai berikut : 

  



Tabel Matriks Resiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabel Matriks Resiko Oprasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C. HASIL ANALISIS RISIKO 

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka 

dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam urusan 

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten 

Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat 

kami sajikan melalui tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, 

pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks 

formulis kertas kerja sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN 

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan 

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan terhadap 

penanggulangan risiko startegis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah 

dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN 

Pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut: 

  



Tabel Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB IV 

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salat satunya 

dipengaruhi oleh factor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi 

diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak 

pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam urusan Ketentraman, Ketertiban 

Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan. Berikut akan 

dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam matriks sebagai berikut:  

  



Tabel Rancangan Infokom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

RANCANGAN PEMANTAUAN 

 

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu factor dalam 

penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian 

target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, 

dan Perlindungan Masyarakat, Politik guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi 

dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang 

dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut : 

  



Tabel Rancangan Pemantauan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB VI 

PENUTUP 

 

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen dalam 

pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 

2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan 

dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam tugas urusan 

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten 

Lamongan. 
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